
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA 
NOMOR 16 TAHUN 2026 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK PENYULUH AGAMA, GURU 

PENDIDIKAN AGAMA, DAN GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU 
NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA, 

a. bahwa un tuk meningkatkan pelayanan di bi dang
keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan
keagamaan khonghucu, diperlukan tenaga di bidang
penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan guru
pendidikan keagamaan khonghucu yang dapat
memberikan pelayanan untuk masyarakat agama
khonghucu;

b. bahwa penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan
guru pendidikan keagamaan khonghucu dari pegawai
Aparatur Sipil Negara belum dapat memenuhi
kebutuhan pelayanan masyarakat agama khonghucu
sehingga perlu tenaga penyuluh agama, guru
pendidikan agama, dan guru pendidikan keagamaan
khonghucu dari non pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru
Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan
Khonghucu Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);

2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kernen terian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);





KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 
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Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Pendidikan 
Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara yang 
telah melaksanakan tugas pada tahun anggaran 
sebelumnya, dapat dikontrak kembali berdasarkan hasil 
penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pusat 
Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT 
merupakan panduan bagi Pusat Bimbingan dan Pendidikan 
Khonghucu dan Biro Sumber Daya Manusia dalam 
pelaksanaan kontrak penyuluh agama, guru agama, dan 
guru pendidikan keagamaan Khonghucu non aparatur sipil 
negara. 

Pada saat Keputusan m1 mulai berlaku, Keputusan 
Sekretaris Jenderal Nomor 124 Tahun 2025 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, 
Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu 
Non Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Januari 2026 

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN
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BAB VII PENGAWASAN 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menyampaikan surat secaratertulis kepada lnspektur Jenderal Kementerian Agama.2. Inspektur Jenderal membentuk dan menugaskan auditor untuk melakukanpengawasan terhadap proses seleksi.3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama melaporkan secara tertulis basilpengawasan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
BAB VIII PENUTUP Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan ini merupakan salah satu ikhtiar Pusbimdik Khonghucu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang agama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu dan peserta didik beragama Khonghucu. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pembelajaran agama Khonghucu. Melalui petunjuk teknis ini, Pusbimdik Khonghucu berharap dapat mewujudkan umat Khonghucu yang toleran, moderat, dan inklusif, sehingga mampu menjadi elemen masyarakat yang berkontribusi positif dalam proses pembangunan nasional serta dapat mewujudkan Guru Agama dan Guru Keagamaan yang profesional, integritas, kompeten, dan akuntabel sehingga mampu menjadi tenaga pengajar yang berkontribusi positif dalam proses standar pendidikan nasional. 

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA, 
KAMARUDDIN 
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